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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi
Pemerintah dalam Penerbitan Masalah Sosial olah Dinas Sosial Kota Gorontalo. khususnya pada sosialisasi, kejelasan
tanggung jawab, dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi
faktual di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara
tematik untuk menemukan pola dan kendala utama dalam pelaksanaan koordinast.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo masih
bervariasi. Sosialisasi melalui media sosial, papan pengumuman, dan penyuluhan langsung sudah berjalan, namun
keterlibatan masyarakat belum maksimal. Pembagian tanggung jawab antar lembaga terkait sudah memiliki dasar aturan,
tetapi implementasinya kurang efektif karena lemahnya koordinasi dan minimnya pembaruan petunjuk teknis. Selain itu,
komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan optimal. Umpan balik masyarakat sering tidak
ditindaklanjuti, sementara perbedaan latar belakang pendidikan dan akses teknologi memperburuk efektivitas
komunikasi.

Adapun penelitian merekomendasikan tiga hal: pertama, memperluas jangkauan sosialisasi melalui saluran yang lebih
inklusif dan intensif; kedua, meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan memperbarui petunjuk teknis secara
berkala; dan ketiga, mengoptimalkan komunikasi dua arah dengan memastikan setiap umpan balik masyarakat
ditindaklanjuti secara terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Dinas Sosial dalam menangani masalah
sosial dan membangun keterlibatan aktif masyarakat.
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PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu negara dunia yang dikenal sebagai
bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun kehidupan masyarakatnya sampai saat ini
masih dalam kondisi kurang baik, masih banyak warga yang kurang mampu kurang di perhatikan
oleh negara. Kemiskinanlah menjadi suatu masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di
negara manapun. kemiskinan umumnya di tandai dengan ketimpangan suatu kesenjangan, dan faktor
lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial
yang timpang, schingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah
kemiskinan ini sangatlah kompleks, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan
aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia
yang merupakan negara berkembang (Putra, 2018).

Dalam undang-undang Republik indonesia No.11 Tahun 2009 termaksud kewenangan pihak
pemerintah berikut perangkatnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyrakat.
Kesejahteraan sosial sebagaimana di sebut dalam undang undang tersebut meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial,pemberdayaan sosial dan perlindungan social (Akbar et al., 2024). Data dari badan
pusat statitik menunjukkan bahwa dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa indonesia memiliki
jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 258,705.000 jiwa penduduk, sehingga memiliki tantangan
besar dalam dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. BPS 2017 menjelaskan angka kemiskinan
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di indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar 27,7 juta penduduk atau sebesar 10,70%. Jumlah ini
meningkat agak besar 6900 penduduk atau meningkat sebesar jika di bandingkan dengan tahun 2016
yang hanya sebesar 27,76 juta penduduk.

Hal inilah menjadikan kemiskinan sebagai masalah sosial dan merupakan isu yang kompleks
harus memerlukan perhatian serius dari pemerintah (Piliang, 2023). Penyandang masalah sosial,
seperti gelandangan, pengemis, dan penyalahgunaan narkoba, sering kali menjadi sorotan publik.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat sekitar 1,8 juta
orang yang termasuk dalam kategori penyandang masalah sosial di Indonesia (BPS, 2021).

Penyandang Masalah Sosial (PMS) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh
pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan PMS tidak hanya mempengaruhi estetika kota, tetapi
juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keamanan, kesehatan, dan
kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penanganan pms menjadi salah satu prioritas pemerintah
daerah. Negara memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan sosial agar semua kalangan
masyarakatnya dapat merasakan kesejahteraan sosial secara adil dan merata.

Pemerintah adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan serta memiliki fungsi demi
mencapal suatu tujuan negara tertentu. Pemerintah memiliki peran aktif untuk menciptakan
keamanan serta kedamaian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi
dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan penting
untuk keberlangsungan suatu negara. Menurut ITham et al. (2023), menyatakan peranan pemerintah
yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, katasilator.

Masalah sosial merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah dalam upaya
menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat. Kota Gorontalo sebagai salah
satu pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari berbagai
permasalahan sosial, seperti kemiskinan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, serta penyandang
masalah sosial lainnya. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang sistematis dan terkoordinasi
agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat.

Koordinasi antar pemerintah melalui Dinas Sosial menjadi salah satu upaya untuk
menanggulangi masalah sosial tersebut. Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan,
melaksanakan program rehabilitasi, serta melakukan penertiban terhadap penyandang masalah sosial.
Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali dipertanyakan. Sebuah penelitian oleh Sari (2020)
menunjukkan bahwa banyak program yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana dan kurangnya
koordinasi antar instansi menjadi salah satu penyebabnya.

Dalam upaya menangani berbagai permasalahan sosial tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo
melalui Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melakukan penertiban dan rehabilitasi sosial.
Dinas Sosial bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak masalah sosial. Namun,
efektivitas penertiban masalah sosial tidak hanya bergantung pada Dinas Sosial semata, melainkan
juga memerlukan koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Satpol PP, kepolisian, lembaga
sosial masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan 80% pengemis berasal dari luar kota
Gorontalo dan 20% penduduk asli pemerintah Kota Gorontalo. Para pengemis yang berasal dari
Gorontalo sebagian berasal dari Kelurahan Donggala Kota Gorontalo dan sebagian lagi berasal
Kabupaten Gorontalo. Setiap hari mereka mengemis di kompleks pertokoan, jalan-jalanm, serta di
bawah lampu merah yang berada di Kota Gorontalo. Alasan mereka mengemis karena faktor
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari. Adapun data tentang jumlah pengemis di

Kota Gorontalo adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Data Pengemis di Kota Gorontalo

Tahun If;llili- Perempuan Jumlah
2018 9 0 15
2019 8 9 17
2020 8 9 17
2021 67 16 83

23965 | Joutnal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025



Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan sebagaimana yang tercantum pada tabel
diatas, terjadi peningkatan jumlah pengemis setiap tahun di Kota Gorontalo dan hal ini tidak bisa
dibiarkan saja oleh pemerintah karena membawa dampak yang kurang baik, antara lain merusak
keindahan kota, masalah kebersihan, serta menganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan
masyarakat Kota Gorontalo.

Berikut adada beberapa kedalah yang mempengaruhi Koordinasi Pemerintah dalam
Penerbitan Masalah Sosial olah Dinas Sosial Kota Gorontalo yaitu :

Pertama, Koordinasi adalah proses menyatukan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan
berbagai aktivitas dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara
efektif dan efisien. Melalui koordinasi, setiap bagian atau individu dapat bekerja searah, saling
melengkapi, serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas atau konflik kepentingan (Wiratma
& Simangunsong, 2023).

Dalam pemerintahan, koordinasi merupakan upaya menghubungkan serta menyinergikan
tugas dan fungsi antarinstansi maupun antarpejabat publik agar pelaksanaan program berjalan
harmonis. Koordinasi ini penting untuk mencegah duplikasi kegiatan, memperjelas alur tanggung
jawab, serta memastikan kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat
dengan baik (Gullmark & Clausen, 2023).

Menurut Bisogno et al. (2023), koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang berperan
dalam menyatukan kegiatan dari berbagai unit kerja. Fungsi ini menekankan pentingnya komunikasi,
pembagian tugas yang jelas, serta penyamaan persepsi dalam melaksanakan pekerjaan. Tanpa
koordinasi, kinerja organisasi akan terhambat karena setiap bagian bekerja sendiri-sendiri tanpa arah
yang terintegrasi.

Koordinasi dapat dipahami sebagai proses pertukaran informasi yang terstruktur antarindividu
maupun antarunit kerja guna mencapai pemahaman yang sama (Cvetkovi¢ et al., 2021). Dengan
adanya koordinasi, informasi dapat mengalir secara lancar, kesalahan dapat diminimalisir, dan setiap
pihak memahami peran serta kontribusinya dalam mencapai tujuan bersama.

Kedna, Pemerintah adalah organ atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur,
mengurus, dan menyelenggarakan urusan negara serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks
Indonesia, pemerintah terdiri dari Presiden beserta perangkatnya di tingkat pusat, serta kepala
daerah bersama perangkatnya di tingkat daerah. Fungsinya tidak hanya menjalankan undang-undang,
tetapi juga memberikan pelayanan publik dan menjaga ketertiban umum (Harefa, 2022).

Pemerintah dipahami sebagai kumpulan orang atau institusi yang menjalankan fungsi
pengendalian, pengaturan, dan pemeliharaan kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemerintah
hadir sebagai mekanisme sosial untuk mencegah kekacauan, memastikan keadilan, dan memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah adalah alat masyarakat untuk
mengorganisasi kepentingan bersama (Lestari et al., 2022).

Dalam perspektif ilmu politik, pemerintah adalah otoritas yang memiliki legitimasi untuk
membuat, menetapkan, dan menegakkan keputusan politik yang mengikat seluruh warga negara.
Pemerintah berfungsi sebagai pemegang kekuasaan dalam mengatur relasi antarwarga dan antara
warga dengan negara (Hooda et al., 2022). Ciri utamanya adalah adanya kekuasaan (power), otoritas
(authority), dan legitimasi (legitimacy).

Secara praktis, pemerintah dapat diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas pelayanan,
pembangunan, dan petlindungan masyarakat sehari-hari. Pemerintah bukan hanya penguasa, tetapi
juga penyedia layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Dalam
pengertian ini, pemerintah dipandang lebih sebagai penyelenggara pelayanan publik yang hasil
kerjanya langsung dirasakan masyarakat (Schmidthuber & Hilgers, 2021a).

Ketiga, Penerbitan adalah proses menghasilkan, menyebarluaskan, atau mengumumkan suatu
karya atau dokumen kepada khalayak luas, baik melalui media cetak, digital, maupun elektronik.
Dalam pengertian ini, penerbitan tidak terbatas pada buku, tetapi juga mencakup surat, peraturan,
atau informasi resmi lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik (Windradi, 2021).

Dalam konteks administrasi, penerbitan berarti kegiatan resmi lembaga pemerintah dalam
mengeluarkan dokumen, surat keputusan, izin, atau produk hukum tertentu yang memiliki kekuatan
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mengikat. Penerbitan dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum, kepastian administrasi, dan
pedoman pelaksanaan kebijakan publik (Bonatxea et al., 2022).

Penerbitan dalam ranah akademik merujuk pada proses mempublikasikan karya ilmiah, baik
berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel penelitian. Tujuannya adalah menyebarkan hasil
penelitian kepada masyarakat ilmiah dan publik sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan
pengembangan ilmu pengetahuan (Arif et al., 2020).

Penerbitan juga dapat dipahami sebagai suatu industri yang bergerak dalam produksi,
distribusi, dan pemasaran karya tulis, baik dalam bentuk buku, majalah, koran, maupun konten
digital. Proses penerbitan meliputi penyuntingan, desain, percetakan, hingga distribusi agar karya
tersebut dapat sampai kepada pembaca secara luas (Ajayi & Mmutle, 2020).

Keempat, Masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan
nilai, norma, atau harapan sosial yang berlaku. Keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan,
hambatan, atau kerugian bagi sekelompok orang, sehingga memerlukan penanganan dari masyarakat
maupun pemerintah. Contoh masalah sosial meliputi kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, hingga
ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan (Agrawal et al., 2023).

Masalah sosial dapat dipahami sebagai suatu gejala sosial yang muncul ketika terdapat
ketidaksesuaian antara realitas kehidupan masyarakat dengan standar sosial yang seharusnya.
Menurut para ahli sosiologi, suatu kondisi baru bisa disebut masalah sosial apabila telah
menimbulkan dampak negatif yang luas, mendapat perhatian publik, dan memerlukan intervensi
untuk diatasi. Dengan kata lain, masalah sosial bukan sekadar persoalan individu, melainkan
fenomena kolektif yang memengaruhi keteraturan sosial (Schmidthuber & Hilgers, 2021b).

Dalam perspektif administrasi publik, masalah sosial adalah tantangan atau hambatan yang
dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mencapai kesejahteraan hidup. Masalah
sosial timbul ketika kebijakan, layanan, atau sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan
masyarakat secara efektif. Misalnya, masih adanya warga miskin yang tidak terjangkau bantuan sosial,
rendahnya akses layanan publik, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah (Dominelli, 2021).

Masalah sosial dapat dimaknai sebagai berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan
masyarakat Kota Gorontalo, yang berdampak pada ketidakstabilan sosial dan menurunkan kualitas
hidup warganya. Masalah ini dapat berupa kemiskinan, keterlantaran anak, penyandang disabilitas
yang kurang terfasilitasi, hingga persoalan kesejahteraan lanjut usia (Svetli Marinova, 2023). Bagi
Dinas Sosial, masalah sosial bukan hanya sebuah fenomena, tetapi juga objek utama yang harus
ditangani melalui koordinasi program, pemberdayaan, serta perlindungan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai koordinasi pemerintah dalam penanganan masalah sosial
oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara
rinci fakta-fakta di lapangan serta memungkinkan peneliti memahami dinamika yang terjadi dalam
proses koordinasi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yakni sosialisasi, kejelasan
tanggung jawab, dan komunikasi, yang dianggap sebagai unsur penting dalam mengukur efektivitas
koordinasi antar pihak terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak
yang terlibat, baik aparatur Dinas Sosial maupun pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan data
seckunder dikumpulkan melalui berbagai dokumen, catatan, dan arsip resmi yang relevan dengan
pelaksanaan koordinasi pemerintah. Untuk memperkuat temuan, penelitian ini menggunakan tiga
teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk
melihat kondisi nyata pelayanan dan mekanisme koordinasi, wawancara digunakan untuk
memperoleh informasi mendalam dari narasumber, sementara dokumentasi berfungsi melengkapi
data tertulis yang mendukung hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui tiga proses utama. Tahap pertama adalah
reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data mentah dengan cara menyeleksi informasi
yang relevan serta menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua
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adalah penyajian data, yakni mengorganisasi data hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif atau
tabel agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan
atau verifikasi, yaitu menyusun hasil analisis secara sistematis sehingga mampu menjawab rumusan
masalah yang telah ditetapkan. Dengan alur analisis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan
gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai efektivitas koordinasi pemerintah dalam
penanganan masalah sosial di Kota Gorontalo.

HASIL

Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait
program penertiban masalah sosial di Kota Gorontalo memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi.
Dinas Sosial telah berupaya menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial,
papan pengumuman kelurahan, dan penyuluhan langsung di lapangan, dengan metode yang beragam
seperti seminar, pembagian brosur, dan simulasi interaktif. Namun, penyampaian informasi masih
terbatas pada wilayah tertentu dan tidak selalu efektif dalam menjangkau masyarakat secara
menyeluruh. Banyak kegiatan sosialisasi dilakukan hanya sekali tanpa pendampingan lanjutan,
schingga banyak warga yang tidak hadir atau kurang memahami program tersebut. Akibatnya,
partisipasi masyarakat rendah dan kesadaran mengenai penertiban masalah sosial masih minim.
Kejelasan Tanggung Jwab

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembagian tanggung jawab antara Dinas Sosial dan
lembaga lain dalam penanganan masalah sosial di Kota Gorontalo telah diatur dengan baik dalam
beberapa aspek, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa wawancara
menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga terkait masih kurang solid, sering terjadi tumpang
tindih, bahkan kekosongan dalam penanganan masalah tertentu.

Meskipun Dinas Sosial telah berupaya memberikan arahan dan mengadakan rapat koordinasi,
implementasinya masih belum konsisten, dan petunjuk teknis sering kali tidak diperbarui atau
disosialisasikan dengan baik. Akibatnya, banyak pihak di lapangan yang belum sepenuhnya
memahami peran mereka, yang menyebabkan kebingungan dan penundaan dalam pelaksanaan
tugas. Selain itu, meskipun ada panduan ketja sama yang telah disusun, penyampaiannya hanya
dilakukan sekali tanpa pengawasan lanjutan, yang mengarah pada ketidakjelasan dalam implementasi
tugas dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan program penertiban masalah sosial terhambat karena kurangnya
mekanisme yang memastikan bahwa semua pihak benar-benar memahami dan menjalankan peran
mereka secara optimal.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Sebagian besar wawancara menunjukkan bahwa
meskipun komunikasi dua arah telah dijalankan, umpan balik dari masyarakat sering kali tidak
ditindaklanjuti, dan prosesnya sering mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan sebagian
warga merasa bahwa pendapat mereka kurang diperhatikan, yang pada akhirnya mengurangi dampak
positif dari partisipasi masyarakat.

Selain itu, kesulitan dalam mengatasi perbedaan latar belakang, seperti akses teknologi dan
tingkat pendidikan, juga menghambat jangkauan komunikasi yang lebih luas dan inklusif. Secara
keseluruhan, meskipun Dinas Sosial telah berupaya mengatasi tantangan yang ada, sistem
komunikasi yang digunakan masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif. Ini termasuk
memastikan saluran komunikasi yang lebih efisien dan memperbaiki proses tindak lanjut terhadap
masukan masyarakat secara terstruktur.

PEMBAHASAN

Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma,
serta pola perilaku dalam masyarakat atau kelompok sosialnya. Proses ini membantu individu
beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Melalui sosialisasi, individu memahami
peran sosial, norma yang berlaku, serta cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
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Sosialisasi berlangsung sepanjang hidup dan terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga,
sekolah, hingga masyarakat luas. hal ini sejalan dengan pendapat wilbert dalam (Igirisa et al., 2023)
Sosialisasi adalah proses di mana masyarakat mengajarkan kepada individu bagaimana mereka harus
bertindak, berperilaku, dan merespons norma serta nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan sosial
mereka.

Sosialisasi yang dimasksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada proses komunikasi dan
interaksi antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Gorontalo, dengan masyarakat dalam
rangka penertiban masalah sosial.

Kejelasan Tanggung Jwab

Kejelasan tanggung jawab merujuk pada pemahaman yang jelas dan tegas mengenai tugas,
peran, dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisast,
komunitas, atau situasi tertentu. Kejelasan ini mencakup pemahaman yang tepat tentang apa yang
diharapkan dari seseorang dalam menjalankan tugasnya, serta batasan-batasan terkait tugas tersebut.
Kejelasan tanggung jawab sangat penting untuk memastikan setiap pthak mengetahui apa yang harus
dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya akan dinilai.

Tanpa kejelasan, dapat terjadi kebingungan, penundaan, atau bahkan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas. hal ini selaras dengan pendapat Kotter dalam (Nurapiah & Rukayati, 2021)
menyebutkan bahwa kejelasan tanggung jawab adalah elemen kunci dalam mengelola perubahan
dalam organisasi. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa,
proses perubahan dapat terganggu karena ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi terhadap peran
masing-masing.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok melalui simbol,
kata-kata, atau tindakan, yang melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik.
Komunikasi bisa bersifat verbal atau non-verbal. Hal ini merujuk pada pernyataan Berlo dalam
(Igirisa et al., 2023) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu individu kepada
individu lain dengan menggunakan simbol, di mana kedua belah pihak memiliki pemahaman yang
sama tentang simbol yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat di simpulkan
bahwa Sosialisasi Dinas Sosial terkait penertiban masalah sosial di Kota Gorontalo memiliki
efektivitas yang bervariasi, dengan saluran informasi seperti media sosial, papan pengumuman, dan
penyuluhan langsung. Pembagian tanggung jawab antara Dinas Sosial dan lembaga terkait sudah
diatur, namun pelaksanaannya kurang efektif karena koordinasi yang lemah, tumpang tindih, dan
kurangnya pembaruan petunjuk teknis. Komunikasi dua arah belum optimal, dengan umpan balik
dari masyarakat yang sering tidak ditindaklanjuti, serta hambatan perbedaan latar belakang yang
mempengaruhi efektivitas komunikasi.

Untuk mengatasi hal ini maka, Peningkatan Efektivitas Sosialisasi. Dinas Sosial petlu
memperluas jangkauan sosialisasi dengan melibatkan lebih banyak saluran komunikasi yang lebih
inklusif, seperti penyuluhan langsung yang lebih intensif dan pendampingan lanjutan, guna
memastikan masyarakat lebih paham dan terlibat aktif dalam program. Peningkatan Koordinasi
Antar Lembaga. Untuk menghindari tumpang tindih dan kebingungannya pembagian peran, perlu
adanya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dinas Sosial juga diharapkan dapat
memperbarui dan menyosialisasikan petunjuk teknis secara berkala, agar semua pihak memahami
peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Optimalkan Komunikasi Dua Arah. Dinas Sosial
harus memperbaiki sistem komunikasi dua arah dengan memastikan umpan balik dari masyarakat
ditindaklanjuti dengan segera dan lebih terstruktur. Hal ini termasuk memperhatikan perbedaan latar
belakang, seperti akses teknologi dan tingkat pendidikan, agar komunikasi lebih efektif dan
menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
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